
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR   46  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, salah satu 
jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi Izin 
Mendirikan Bagunan yang disesuaikan menjadi retribusi 

Persetujuan Bangunan Gedung yang memiliki arti dan fungsi 
yang sama dengan lebih dipermudah dari sisi persyaratan 
administrasi; 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 
penerimaan pendapatan daerah dan pelaksanaan 

penyelenggaraan bangunan gedung serta memperlancar 
penyelenggaraan perizinan di Daerah, perlu untuk 
menetapkan penyesuaian perhitungan tarif retribusi 

penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dengan mengacu 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perhitungan Tarif Retribusi Persetujuan 

Bangunan Gedung; 
 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  Penetapan  
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah  Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247);  
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 4), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); 

9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Banjar 

(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 68); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN TARIF 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. 
     

 



3 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat BG adalah wujud fisik hasil 
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian 
atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang 

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

5. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah 
perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 
Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

6. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk 
melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, 

Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana 
Teknis Pembongkaran, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan 
informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

7. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang secara teknis yang membidangi 
penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

9. Standar Harga Satuan Tertinggi yang disingkat dengan SHST, atau yang 
dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). 

10. HSBGN adalah Harga Satuan Bangunan Gedung Negara. 

11. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF 

adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan 
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 

12. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 

SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan 
Gedung. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 
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BAB II 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

Pasal 2  

1. Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 
suatu bangunan diwajibkan untuk memiliki PBG dari Pemerintah Daerah 

melalui aplikasi SIMBG yang dikelola oleh Dinas Teknis. 

2. Terhadap penerbitan PBG dikenakan retribusi PBG kepada pemohon PBG 
oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar 

teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan 
SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. 

3. Rumus perhitungan retribusi PBG didasarkan pada perhitungan yang 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, dengan memperhatikan harga satuan sebagai berikut: 

a. harga satuan retribusi bangunan gedung menggunakan Harga Satuan 
Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah; dan 

b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung menggunakan harga 

satuan prasarana bangunan gedung yang termuat dalam bagian Lampiran 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
BAB III 

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

Pasal 3 

Objek retribusi PBG adalah pemberian persetujuan untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat suatu bangunan. 

Pasal 4 

Subjek retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan selaku pemohon yang 

memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

Wajib retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan sebagai pemohon PBG yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi. 

 
BAB IV 

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

Pasal 6 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
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Pasal 7 

(1) Pemohon PBG membayar nilai retribusi PBG yang ditetapkan Pemerintah 
Daerah melalui perhitungan nilai retribusi PBG yang disampaikan melalui 
aplikasi SIMBG. 

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
tunai/lunas. 

(3) Pembayaran retribusi PBG dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang 
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan.  

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 
dalam waktu 1 (satu) hari kerja.  

Pasal 8 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tanda 

bukti pembayaran.  

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

                                             Ditetapkan di Martapura 
                     pada tanggal 12 Okrober 2021 

 
                                                BUPATI BANJAR, 

 

                                             Ttd 
 

                                              SAIDI MANSYUR 

 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 12 Okrober 2021                   
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 

                               Ttd 

 
                  MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR  47 
 
 


